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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelacuran atau prostitusi di Indonesia sudah menjadi hal yang banyak 

terjadi, bahkan dari zaman kolonialisme, para ahli memberikan beberapa 

pengertian pelacuran. Pelacuran atau prostitusi berasal dari bahasa Latin Pro-

stituere atau Pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan 

persundalan, percabulan dan pergendakan
1  pelacuran sendiri apa bila di maknai 

terdiri dari kata lacur dan pelacuran yang dimana lacur adalah kegiatan menjual 

diri sebagai pelacur, dan makna pelacur atau tunasusila adalah perempuan yang 

melacurkan diri
2
 atau menjajakan diri.  

Iwan Bloch Menyebutkan
3
, Prostitusi merupakan dari hubungan kelamin 

atau intim diluar perkawinan, dengan pola terbuka terhadap siapapun, dan hampir 

selalu mendapatkan  provit  atau bayaran, baik seks lainnya yang memeberi 

kepuasan terhadap yang bersangkutan atau untuk bersebadan yang memberi 

kepuasan kepada yang bersangkutan,Sedangkan menurut Sudjiono prostitusi 

merupakan gejala sosial yang seolah-olah langgeng, faktor penentuannya justru 

terletak pada sifat-sifat alami manusia khususnya segi seksual biologis dan 

psikologis, sedangkan faktor pendamping yang akan memperlancar atau dapat   

                                                           
1
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2
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menghambat pertambahan jumlah prostitusi
4
    

 Mucikari atau germo merupakan bagian yang erat kaitannya dengan 

prostusi, mucikari atau biasa disebut germo menurut kamus besar bahasa 

Indonesia atau KBBI adalah semang bagi perempuan lacur
5
. Tentu dalam 

pelacuran atau dunia prostitusi PSK atau tunasusila tidak mesti harus 

menggunakan jasa mucikari, dan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan 

mucikari adalah opsi, namun di era digital dan serba internet ini banyak yang 

lebih memilih menggunakan jasanya untuk teknik marketing daripada PSK itu 

sendiri, terbukti banyak mucikari yang tertangkap, baik dalam kasus prostitusi 

online ataupun konvensional, layaknya simbiosis mutualisme dua hal ini dinilai 

menguntungkan satu sama lain. 

Setiap tahun ada saja dan semakin bertambah pelakunya, yang lebih 

memprihatnkanya lagi banyak anak dibawah umur terjerumus dalam dunia 

pelacuran dengan beberapa macam alasan dan motif yang tidak bisa di benarkan 

dalam agama manapun, pelaku prostitusi atau pelacuran ini terdiri dari beberpa 

kalangan dari mulai kalangan atas, hingga kalangan masyarakat bawah. Dan 

seiringnya perkembangan zaman dak teknologi muncul modus baru prostitusi 

yang berbasis online yang kita tahu bahwasannya setiap orang bisa dengan mudah 

untuk masuk atau mengakses hal tersebut, ini adalah bukti bahwasannya kejahatan 

sangat pesat perkembanganya, maka dari itu harus ada semacam solusi dan 

pencegahan agar kejahatan atau perilaku tidak bermoral tersebut setidaknya tidak 

lagi menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan masyarakat. 

                                                           
4
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Salah satu contohnya dalam kasus prostitusi di wilayah hukum kab.Ciamis 

yang mengakibatkan Pelaku Kejahatan harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya akibat menjadi mucikari dalam kasus prostitusi, dalam putusan 

Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms hakim memutuskan bersalah kepada tersangka 

karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana ”Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh 

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau 

kebiasaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP. Dan 

hakim menjatuhkan hukuman selama empat bulan dipotong masa tahanan. 

Dengan beberapa alasan pertimbangan hakim yang meringankan hukuman yang 

dijatuhkan kepada terdakwa, diantaranya ialah : 

1. Terdakwa berprilaku sopan dan terus terang dalam persidangan 

2. Terdakwa belum pernah dihukum 

3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
6
 

 

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, dan 

keagamaan tentu harus memangkas atau memberantas perilaku tidak bermoral ini 

karna sudah jelas prilaku ini sangat tidak mencerminkan kepribadian bangsa 

Indonesia, selain itu hal ini termasuk kedalam pidana sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, walaupun sudah banyak upaya pemerintah untuk 

memberantas mucikari tersebut, namun tetap saja perilaku ini masih bertahan 

sampai skarang bahkan terus tumbuh subur di negeri kita. bahkan seiring 
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berjalannya waktu dan perkembangan zaman kejahatan ini semakin banyak 

macamnya. 

Ada beberapa dampak negatif dengan adanya prostitusi ini dari mulai 

aspek kesehatan dan sosial. Di aspek kesehatan tindakan prostiusi sangat beresiko 

menularkn penyait penyakit kelamin yang sangat berbahaya, sedangkan dalam 

aspek sosial hal ini bisa mempengaruhi tatanan sosial yang ada mengingat bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang ber agama, dengan dampak yang ditimbulkan oleh 

adanya prostitusi ini sangat merugikan rakyat, dan Negara sebagai lembaga, maka 

dari itu  pepenegakan hukum yang tegas terhadap pelaku prostitusi khususnya 

mucikari harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan seadil adilnya supaya 

efek jera bisa dirasakan oleh pelaku.   

Di Indonesia sendiri ada regulasi dan aturan-aturan mengenai mucikari 

diatur dalam Pasal 296 jo. 506 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) 

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja 

mengadakan atau memudahkan perbuatanncabul dengan orang lain diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 

paling banyak lima belas ribu rupiah”.
7
 

Mucikari sendiri dekat dan sangat erat kaitannya dengan perzinahan, 

dalam mengenai Zina sendiri ulama berbeda pendapat terhadap mendefinisikan 

zina, akan tetapi mereka sepakat atas dua macam unsur zina, wathi haram dan 

sengaja atau ada itikad jahat. Seseorang melakukan itikad jahat jika ia melakukan 

perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu dilarang dan diharamkan. 

                                                           
7
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Dasar keharaman zina dalam Syari’at Islam adalah firman Allah SWT :  

فِظُىٌ َ   ٍَ هُىْ نِفسُُوجِهِىْ حََٰ نهُُمْ فَإنِاهُمْ وَٱنَّرِي جِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمََٰ ٰٓ أزَْوََٰ إلَِّا عَلىََٰ

ئِكَ هُىُ ٱنْعَبدوٌُ   غَيْرُ مَلوُمِين
ٓ نِكَ فَأوُ۟نََٰ ًَٰ وَزَاءَٓ ذََٰ ٍِ ٱبْتغََ ًَ ََ ََ فَ  

Artinya: “Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri 

mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak 

tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan  sebagainya), maka 

mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS Al-Mukminun 5-7)
8
 

 

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melainkan mendekatinyapun 

haram, sebagaimana dalam Firman Allah SWT 

حِشَتً وَسَبءَٓ سَبيِلً  ٌَ فََٰ ٓ ۖ إََِّهُۥ كَب ًَٰ ََ  وَلََ تقَْسَبىُا۟ ٱنزِّ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah     

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Surat Al-Isra ayat 

32)           

Dengan dalil diatas kita melihat bahwasannya Allah SWT melarang zina 

dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan 

hanya dilarang namun juga dilarang mendekatinya, Ibnu Katsir menjelaskan, 

“Allah melarang hamba-hambaNya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan 

melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan.” 

“Jangan dekati zina! Artinya, segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa 

kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah dijauhi!” tulis Buya Hamka 
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dalam Tafsir Al Azhar
9
       

 Zina adalah perbuatan keji dan sangat buruk. Syaikh Wahbah Az Zuhaili 

menjelaskan,  faahisyah (فبحشت) adalah perbuatan yang sangat keji. 

Sedangkan saa’a sabiilaa (سبء سبيل) adalah jalan yang sangat buruk karena ia 

merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan 

terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat.
10

  

 Dan dalam hukum islam ada sanksi bagi pelaku zina darimulai ditahan 

dirumah hingga mati dan caci maki, jilid 100 kali
11

  

ب يِب۟ئتََ جَهْدةٍَ ۖ وَلََ  ًَ هُ ُْ حِدٍ يِّ اًَِ فَٱجْهِدوُا۟ كُمَّ وََٰ اَيَِتُ وَٱنزَّ ب زَأفَْتٌ ٱنزَّ ًَ تأَخُْرْكُى بِهِ

 ٍَ ب طَبئِٓفَتٌ يِّ ًَ ِ وَٱنْيىَْوِ ٱلْءَاخِسِ ۖ وَنْيَشْهَدْ عَراَبَهُ ٌَ بِٱللََّّ ِ إٌِ كُُتىُْ تؤُْيُِىُ ٍِ ٱللََّّ فًِ دِي

ُِيٍ ؤْيِ ًُ ََ  ٱنْ  

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 

kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. ( QS an-Nur : 2 )  

Dari uraian diatas penulis dalam penelitian ini tertarik lebih menganalisis, 

meneliti dan mengkaji tentang putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 

175/Pid.B/2017/PN Cms, dan mengangkat permasalahan tersebut. 

 

                                                           
9
 https://bersamadakwah.net/surat-al-isra-ayat-32/ (diakses pada tanggal: 31 Agustus 2020, Pukul 

20.25 WIB) 
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 Ibid. 
11

 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000, hlm.41. 
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B. Rumusan Masalah 

Pada pemaparan latar belakang masalah pada bagian sebelumnya, penulis 

merumuskan berbagai masalah yang penulis temukan, ada pun penulis 

merumuskannya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Unsur dan Sanksi Mucikari dalam KUHP dan Hukum Pidana 

Islam? 

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms ? 

3. Bagaimana Relevansi dan Tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan, diharapkan adanya kebermanfaatan bagi orang 

lain terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Adapun tujuan yang hendak 

dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain: 

1. Untuk mengetahui sanksi mucikari dalam KUHP dan hukum pidana islam   

2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms 

3. Untuk mengetahui tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam Putusan 

Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms dengan 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan 

tambahan dalam penelitian lanjutan dalam membahas Mucikari dilihat dari 

kacamata Hukum Pidana Isalm. 

2. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, maupun Hukum 

Pidana Islam serta menambah wawasan mengenai bagaimana pandangan 

hukum pidana Islam bagi pelaku praktik pelacuran atau prostitusi (Al-zina). 

3. Kegunaan Praktis 

Memberikan gambaran dan informasi yang telah penulis lakukan dalam 

penelitian ini kepada para pembaca, khususnya kepada mahasiswa hukum 

pidana Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 

175/Pid.B/2017/PN Cms  

 

E. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkenaan dengan mucikari: 

Pertama, Muhamad Sofyan (2019), Sanksi Penyedia Jasa Prostitusi dalam 

Pasal 269 dan Pasal 502 KUHP, prespektif Hukum Pidana Islam, skripsi tersebut 

membahas sanksi mucikari dalam kacamata hukum pidana islam 
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Kedua,Siti Khoeiyah (2020), Tinjauan hukum pidana islam terhadap 

sanksi bagi mucikari dalam pasal 269 jo pasal 502 KUHP dan qanun aceh tentang 

jinayat no.6 tahun 2014. 

Ketiga, Nadia Julianti Solihat (2020), sankis bagi mucikari prostitusi 

online dalam prespektif  hukum pidana islam: Analisis putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor: 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Skripsi ini menganalisis Putusan  

dan terfokus pada sanksi bagi mucikari prostitusi online. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis Unsur dan 

Sanksi mucikari Prostitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis 

No.175/Pid.B/2017/PN.Cms dari prespektif KUHP dan Hukum Pidana Islam. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Penelitan ini ditilik dari putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 

175/Pid.B/2017/PN Cms tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh 

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau 

kebiasaan, sesuai pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 

Menurut R. Abdoel Djamali Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan 

yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan 

pelanggaran kepentingan umum
12

 Sedangkan menurut Moeljatno Hukum Pidana 

Adalah Bagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku dalam suatu negara
13

, ada 

dua pembagian dalam Hukum Pidana yaitu Hukum Pidana Umum, dan Khusus. 

Pidana Umum adalah hukum pidana yang telah sengaja dibentuk untuk 

                                                           
12

 R. Abdoel Djamali,2000, Pengantar Hukum Indonesia,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.157 
13

 Moeljatno,2008, Asas-asas Hukum Pidana, PT Nireka Cipta,Jakarta, hlm.1 
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diberlakukan kepada orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus adalah 

hukum yang dengan sengaja dibentuk dan diberlakukan kepada orang-orang 

tertentu saja dengan kejahatan tertentu. 

Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum positif atau 

hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah-

tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis 

sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
14

 Kejahatan sendiri secara umum 

dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu secara yuridis dan sosiologis, yang 

dimana secara yuridis ialah bertentangan dengan undang-undang, sedangkan 

secara sosiologis ialah hal yang merugikan dirinya, masyarakat serta 

mengakibatkan kehilangan keseimbangan, dan ketertiban masyarakat. 

Dalam memasukan suatu perbuatan kedalam kategori kejahatan ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu melihat Unsur-unsur dari perbuatan 

tersebut. Unsur-unsur tersebut dimuat dalam Undang-undang yang diancam 

pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak tersebut, adapun Unsur-unsur 

menurut R.Tresna adalah
15

: 

1. Perbuatan/Rangkaian Perbuatan Manusia 

2. Yang bertentangan dengan Undang-undang 

3. Diadakan tindakan Hukuman 

 

                                                           
14

 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.20 
15

 R.Tresna, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Tiara,1990,cet. Ke-3,hlm.20 
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Maka sesuatu perbuatan yang tidak memenuhi Unsur-unsur tersebut tidak 

bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Pidana, Seperti Tindak Pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 

175/Pid.B/2017/PN Cms, yang dimana terdakwa telah sangat jelas melakukan 

perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-undang dalam hal ini KUHP yaitu 

menjadi Mucikari 

Kejahatan mucikari dalam KUHP Diatur dalam pasal 296 jo. 506  

Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi:   

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang 

lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, 

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 

denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.  

 Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang 

berbunyi :  

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 

dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan 

paling lama satu tahun”
16

. 

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan beberapa jenis pidana sesuai dengan 

yang telah tercantum dalam Bab II Pasal 10 KUHP yaitu:
17

 

a. Pidana Pokok yang terdiri dari:  

1) Pidana Mati 

2) Pidana Kurungan 

                                                           
16

 Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
17

 Ibid. 
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3) Pidana Penjara 

4) Pidana Denda. 

b. Pidana Tambahan yang terdiri dari: 

1) Perampasan Hak 

2) Perampasan Barang 

3) Pengumuman Hakim. 

Sedangkan dalam penjatuhan hukuman terdapat beberapa teori terdiri atas 

3, yaitu: 

1. Teori Absolut atau juga bisa disebut teori pembalasan. Dalam teori ini, pelaku 

kejahatan tertentu layak dihukum. Menurut teori ini upaya penjatuhan 

hukuman adalah pembalasan atas apa yang pelaku kerjakan, dengan cara 

memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan dan tujuan teori ini adalah 

supaya pelaku kejahatan tertentu tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian 

hari. 

2. Teori Relatif atau teori Tujuan, Yaitu menekankan pada tujuan dari 

penjatuhan hukuman tersebut. Penjatuhan hukuman ini bermaksud untuk 

menjaga dan menegakkan ketertiban dimasyarakat dan bertujuan mencegah 

terjadinya kejahatan. Pencegahan ini dibagi kedalam dua macam, yaitu: 

a. Pencegahan Umum bertujuan untuk mencegah perbuatan jahat,   

 pencegahannya melalui pisikologis dengan dijatuhkannya pidana terhadap 

 seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada 

 orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, dan sanksi pidana terhadap  

 perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kejahatan harus tertulis 
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 dalam  undang-undnag, supaya seseorang akan mengurungkan niat untuk 

 berbuat kejahatan atau berlaku kriminal. 

b. Pencegahan khusus yaitu dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang telah 

dijatuhi pidana sehingga tidak kembali melakukan kejahatan. Dalam 

pencegahan khusus ini untuk memberikan rasa takut, memperbaiki dan 

menlenyapkan apabila tidak bisa lagi diperbaiki. 

3. Teori Gabungan merupakan teori yang menggabungkan teori Absolut dengan 

teori relatif, yakni menggabungkan pembalasan dan ketertiban masyarakat.
18

 

 

Mucikari merupakan sebuah prilaku yang melenggar hukum, selain itu 

juga terdapat norma yang dilanggar baik norma agama dan norma sosial di 

masyarakat. Karena mucikari sendiri sangat erat kaitannya dengan prostitusi, yang 

dimana mucikari mempunyai peran yang penting dalam prostitusi walaupun tidak 

semua pelaku prostitusi seperti pekerja seks komersial dan Pemakai jasa Pekerja 

seks komersial atau Pria hidung belang tidak menggunakan Mucikari sebagai 

bagian dari kegiatannya tersebut, namun mucikari ini hanya opsi ketika dirasa 

perlu untuk menggunakannya. 

Lemahnya ekonomi selalu menjadi alasan untuk mencari nafkah dengan 

cara yang instan dan menguntungkan, termasuk menjadi Mucikari dan Pekerja 

seks komersial , selain itu gaya hidup adalah hal yang penting bagi sebagian, baik 

dari gaya hidup dan lain sebagainya. Terbukti dari alasan tersebut pelaku 

Prostitusi yang dalam hal ini melibatkan Mucikari dan pekerja seks komersial itu 
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sendiri terdiri dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan yang lebih 

mirisnya lagi Anak-anak dibawah umur banyak yang terjerumus kedalam dunia 

prostitusi dan setiap tahun Kejahatan dalam hal yang berkaitan dengan Prostitusi 

termasuk Mucikari didalamnya seakan tidak berkurang, ada saja kasus baru yang 

muncul setiap tahunnya. 

Maka dari itu penanganan kejahatan seperti Mucikari ini harus Benar-

benar ditingkatkan agar masyarakat kita dan generasi bangsa tidak terjerumus 

kedalam perilaku seperti itu, dan hukuman bagi pelaku prostitusi termasuk 

Mucikari harus Benar-benar memberikan efek jera, dan memberikan semacam 

edukasi bagi Masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan atau bahkan ikut serta 

dalam kegiatan prostitusi dan terjaganya ketertiban Masyarakat, yang dimana hal 

itu ada dalam Teori Gabungan dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan bagi 

pelaku Mucikari, Teori ini menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif 

yang menekankan kepada Pembalasan dan ketertiban Masyarakat, maka dari itu 

Penulis mengabil Teori Gabungan dalam Penelitian ini. 

Hukum Islam adalah salah satu hukum, ada beberapa nilai lebih apabila 

kita melihat hukum islam itu sendiri, Hukum Islam memberikan dasar suatu 

pijakan dalam memegang nilai-nilai agama supaya umat Islam didalamnya tidak 

runtuh yaitu yang di sebut maqashid al-syari’ah (tujuan-tujan universal syari’ah) 

adalah: 

1. Menjamin kebebasan beragama Hifdzi al-dien. 

2. Memelihara kelangsungan hidup Hifdzi al-nafs. 

3. Menjamin kreatifitas berfikir Hifdz al-aql. 
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4. Menjamin keturunan dan kehormatan Hifdz an-nasl. 

5. Pemilikan harta, property dan kekayaan Hifdz al-amal.
19

 

 

Tujuan daripada syar’iat Islam merupakan untuk menyempurnakan ibadah 

manusia dalam sehari-harinya adapun diantaranya ada salah satu syari’at Islam 

yaitu adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik, selain 

mengajarkan ajaran moral, islam juga menyediakan aturan-aturan yang imperatif 

baik dalam as-Sunnah maupun al-Qura’n, dan berisi sanksi-sanksi yang mengikat 

pada diri manusia, dan ketika ditegakkan tidak hanya di akherat saja yang akan 

menantikan hisaban atau balasan manusia akan tetapi di dunia pun perlu adanya 

sanksi bagi yang melanggar syari’at tersebut, dalam hal ini dapat dikatakan al-

Jarimah (tindak pidana). 

Adapun macam-macam jarimah yaitu:  

1. Jarimah al-zina (perzinahan) 

2. Jarimah al-qadzaf (tuduhan zina) 

3. Jarimah al-sariqat (pencurian) 

4. Jarimah al-hirobat (perampokan) 

5. Jarimah syurb al-khamr (minum-minuman keras) 

6. Jarimah al-bughat (pemberontakan) 

7. Jarimah al-riddah (murtad) 

8. Jarimah al-jarah (penganiayaan/pelukaan), dan  

9. Jarimah al-qatl (pembunuhan).  
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 Aturan-aturan atau jarimah yang disebutkan di atas telah disepakati oleh 

para Fuqaha (ahli fiqh) yaitu jarimah tersebut merupakan kajian ilmu fiqh dengan 

istilah sebutan bab fiqh al-jinayat (hukum pidana Islam). 

Hukum pidana Islam (jinayat) merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman. Adapun pengertian yang 

tadi disebutkan dapat mengeluarkan suatu unsur atau rukun umum dari jinayah 

yaitu: 

a) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai 

ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dapat 

disebut dengan istilah “unsur formal (al-Rukn al-Syar’i) 

b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa 

melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 

diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al-Ruknu 

al-Madi) 

c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima Khithab 

(menerima panggilan) atau dapat memahami Taklif (pembebanan), 

artinya pelaku kejahatan tadi disebut Mukallaf (orang yang sudah baligh 

dan berakal sehat) sehingga mereka bisa dituntut akibat kejahatannya 

tersebut. Unsur ini juga disebut dengan istilah “unsur moral’ (al-Rukn 

al-Adabi).
20
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Adanya hukum pidana Islam di dunia ini tidak serta merta bahwa hukuman 

diakhirat tidak akan terjadi, malah bisa saja sebaliknya apabila dalam seorang 

tersebut terkena hukuman pidana karena kejahatannya tetapi setelah dilakukan 

hukuman orang tersebut tidak bertobat maka hukuman yang dilakukan didunianya 

akan sia-sia. dalam Uqubat (hukuman) pelacuran atau prostitusi (al-zina) telah 

disebutkan dalam hukum Islam termasuk Jarimah (tindak pidana) dan jarimah 

pelaku pelacuran atau prostitusi pada Jarimah Hudud. 

 Pengertian dalam jarimah hudud atau dapat dikatakan dengan Uqubat had 

adalah suatu kejahatan pidana yang ketentuan hukumannya langsung dari syara’ 

atau al-Qur’an dan Hadits, sedangkan jarimah Ta’zir yaitu segala suatu kejahatan 

yang ketentuan hukumannya diberikan melalui Ulil Amri atau hakim yang 

ditunjuk sebagai pemberi hukuman. Sedangkan tidak semuanya hukuman hudud 

bisa dilaksanakan sepenuhnya para ulama bersepakat dengan adanya salah satu 

kaidah ushuliyah yaitu Ijma’ dan Ijtihad untuk mencari ketetapan hukuman yang 

lain dengan dibenturkan oleh keadaan maka hukum had bisa bergeser menjadi 

hukum ta’zir. 

Mucikari merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan perzinaan 

bahkan menjadi sebab musabab terjadinya suatu perzinahan, tetapi tidak tergolong 

dalam klasifikasi perzinaan, pengertiann Zina menurut Syafiiah adalah : 

وٍ نِعَيُِْهِ يُشْتهًًَ طَبْعبً بِلَ شُبْهَتٍ :  إيِلجَُ حَشَفَتٍ أوَْ قَدْزِهَب فيِ فسَْجٍ يُحَسَّ

Artinya : “Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam     

kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat”. 
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Allah SWT. Sangat Melarang perbuatan tersebut  

ٌَ فَبحِشَتً وَسَبءَ سَبِ  ََبۖ  إََِّهُ كَب يمً وَلََ تقَْسَبىُا انزِّ  

Artinya ; “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk ”(QS. Al Isra: 23)  

 

Namun demikian, Mucikari ini sangat berperan pada kejahatan atau 

Jarimah dalam hal ini Zina. Keduanya merupakan suatu kejahatan kesusilaan 

yang telah jelas melanggar hukum baik KUHP atau Hukum Pidana Islam (Fiqih 

Jinayah), mucikari dalam hukum pidana Islam telah jelas di sebutkan dalam ayat  

Rukun syar’i yang menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang 

dilarang, berikut bunyi ayat tersebut 

 

 ُ ُِيَهُىُ ٱللََّّ ًَٰ يغُْ َِكَبحًب حَتَّ  ٌَ ٍَ لََ يجَِدوُ ٍَ iوَنْيَسْتعَْفِفِ ٱنَّرِي يٍِ فَضْهِهۦِ ۗ وَٱنَّرِي

ب يَهكََتْ  ًَّ بَ يِ ٌَ ٱنْكِتََٰ بلِ iيَبْتغَىُ ٍ يَّ تىُْ فيِهِىْ خَيْسًا ۖ وَءَاتىُهُى يِّ ًْ ٌْ عَهِ ُكُُىْ فكََبتِبىُهُىْ إِ ًََٰ أيَْ

 ٌَ ٌْ أزََدْ تِكُىْ عَهًَ ٱنْبِغَبءِٓ إِ كُىْ ۚ وَلََ تكُْسِهُىا۟ فتَيَََٰ ِ ٱنَّرِيٓ ءَاتىََٰ ُبً نِّتبَْتغَىُا۟ عَسَضَ iٱللََّّ تحََصُّ

َْيَبۚ  وَيٍَ يكُْسِههُّ  ةِ ٱندُّ حِيىٌ ٱنْحَيىََٰ ٍَّ غَفىُزٌ زَّ هِهِ ٍۢ بَعْدِ إكِْسََٰ َ يِ ٌَّ ٱللََّّ ٍَّ فَئِ  

 

Artinya :.“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sampai Allah SWT memampukan kepada mereka dengan 

karunia-Nya. Dan apabila hamba sahaya yang kamu miliki yang memginginkan 

perjanjian(kebebasan), maka hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika 

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka 

sebagian dari harta Allah SWT yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah 

kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang 

mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan 

duniawi saja. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah 
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SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah 

mereka dipaksa itu.”  (Q.S An-Nur Ayat : 33)
21

 

 

Kemudian diriwayatkan dalam satu hadis dari Jabir Bin Abdullah dan Ibnu 

Abbas R.A, Bahwasannya ayat tersebut diturunkan kepada Abdullah Bin Ubay, 

yang dimana Abdullah Bin Ubay memiliki dua orang budak perempuan, keduanya 

bernama Musaikah dan Mu’adzah, kemudian Abdullah memukuil keduanya agar 

mereka berbuat zina supaya mendapatkan imbalan (Melacur) dan mendapatkan 

anak, lalu keduanya mengadukan yang telah mereka alami kepada Nabi 

Muhammad SAW, lalu kemudian turunlah ayat tersebut, dan barang siapa 

melakukan hal ini maka ia termasuk orang-orang munafik.
22

 

Islam telah mengharamkan dan hal ini berkaitan dengan penghargaan 

Islam terhadap keturunan dan kesehatan manusia atau dalam maqhasid al-

syari’ah yaitu Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan) dan Hifdzun an-nafs (Menjaga 

Jiwa) yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya.  

Kemudian Allah SWT jelas melarang umat Islam untuk mencari harta 

dengan cara-cara yang diharamkan atau tidak baik. Dan janganlah kalian 

memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran. Baik 

mereka ingin menjaga kesuciannya tau tidak karena kalian ingin mendapatkan 

materi duniawi berupa harta,keturunan dan lain sebagainya. Perzinaan dan 
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pelacuran telah jelas bahwa hal itu adalah keharaman yang mutlak, sebagaimana 

yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dan Ali Bin Abithalib R.A., 
23

 

Selain itu dalam Kaidah Fiqih telah dijelaskan bahwasannya sesuatu yang 

mengakibatkan keharaman adalah haram 

 ويب أدي إنً انحساو فهى حساو

Artinya : Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga 

haram.
24

 

Telah jelas bahwa perbuatan Zina  adalah perbuatan yang haram dan 

dilarang dalam Islam, dengan demikian Mucikari pun adalah sesuatu yang haram 

karna tentu hal tersebut mendatangkan keharaman atau suatu yang dilarang. Selain 

itu perbuatan zina juga cenderung bertplak belakang dengan maqashid al-syari’ah 

(tujuan-tujan universal syari’ah) berkenaan dengan menjamin keturunan dan 

kehormatan Hifdz an-nasl. 

 

G. Problem Statement  

Terdapat dua pasal yang berkaitan dengan Mucikari dalam KUHP yaitu 

Pasal 296 Buku II “Barang siapa sengaja menyebabkan atau memudahkan 

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 

pencarian atau kebiasaan, dipenjaran paling satu tahun empat bulan atau pidana 

denda paling banyak lima belas ribu rupiah” dan Pasal 506 Buku III “ Barang 

siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
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menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan 

paling lama satu tahun” 

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman melihat beberapa alasan 

peringanan terhadap hukuman, sesuai dengan yang tertera dalam putusan 

Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms, diantaranya: 

1. Terdakwa berprilaku sopan dan terus terang dalam persidangan 

2. Terdakwa belum pernah dihukum 

3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga 

 Ditinjau dari KUHP, penjatuhan hukuman dalam putusan didasari dengan 

adanya pasal 296 KUHP Buku II. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi 

bagi mucikari adalah Ta’zir. 

 

H. Langkah -langkah penelitian  

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, menurut 

Gogdan dan Guba yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

(data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka)25
. Sedangkan 

jenis penelitiannya adalah Content Analysis yaitu jenis penelitian yang dipakai 

untuk meneliti dokumentasi data, teks, gambar, simbol, dan lain sebagainya. 

Content Analysis pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar 

yang bersifat Kuantitatif. Ricard Budd, dalam bukunya Content Analysis In 

Communication Research, mengemukakan analisis adalah teknik sistematik untuk 
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menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengopservasi 

dan menganalisis perilaku komunikasi. 

Penelitian dengan metode Analisis Isi digunakan untuk memperoleh  

keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai untuk 

menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan 

sebagainya. Dengan menggunakan metode Analisis Isi, maka akan diperoleh 

suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disamapaikan 

oleh media massa, atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan. 

Menurut Klaus Krippendorff Analisis Isi bukan sekedar menjadikan isi 

pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih dari itu terkait dengan konsepsikonsepsi 

yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi yang 

terbuka dari komunikator yang dipilih.
26

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang ada dalam penelitian ini terdiri atas sumber data 

sekunder dan sumber data primer 

a. Sumber data primer, adalah Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 

175/Pid.B/2017/PN Cms, Dengan rujukan berupa Pasal 296 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tentang Mucikai, Buku-buku Hukum Pidana 

Islam,Ensiklopedian Hukum Pidana Islam, Dan Kitab Tasyri Al-Jina’iy. 

b. Sumber data sekunder adalah berupa data penunjang yang berkaitan dengan 

topic penelitian. Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian 
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yang perkaitan dengan tinjauan hokum pidan aislam, serta buku-buku dan 

atikel dari para penulis tentang gagasan mengenai topic ysng dibahas dalam 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah 

berbagai literatur yang  berkaitan atau dengan mengadakan analisis atau 

pemahaman materi yang tertuang dalam buku-buku serta kaitan dengan objek 

yang diteliti. Memahami dan menganalisa kemudian menyusun dalam berbagai 

literature peraturan yang kaitannya dengan pembahasan mucikari atau germo 

berikut dalam sanksinya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum 

Pidana Islam. 

4. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif,  yang dimana peneliti 

tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran 

terhadap hasilnya.
27

 yang diklasifikasikan kepada: 

a. Materi muatan hukum dalam putusan hakim Nomor 175/Pid.B/2017/PN Cms. 

b. Al-Qur’an dan al-Sunah yang relevan dengan pasal putusan hakim Nomor 

175/Pid.B/2017/PN Cms dalam hal ini tentang Mucikari 

5. Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah-langkah 

selanjutnya adalah mengolah menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 
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a. Pengumpulan data; 

b. Klasifikasi data; 

c. Penafsiran isi data dengan metode analisis isi data (content analisis); dan 

d. Menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. 


